BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

Mangingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka
mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan
belanja daerah, perlu adanya standar harga satuan

barang dan jasa yang disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);




12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor
45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG STANDAR SATUAN

HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN
SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Sambas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Sambas.

Bupati adalah Bupati Sambas.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan pendapatan dan
aset daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
unsur Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang
dan jasa menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga tertinggi dalam periode
tertentu.

Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk
pajak.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.




Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD

dalam menyusun rencana anggaran belanja daerah untuk Tahun Anggaran
2026.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan

belanja daerah dapat dilaksanakan secara optimal dengan menerapkan prinsip
akuntabel, efektif dan efisien.

BAB Il
KETENTUAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
Pasal 3

(1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa merupakan batas tertinggi untuk
setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(2) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah
termasuk pajak, keuntungan dan overhead, terkecuali terhadap kelompok
standar satuan harga berupa bahan bangunan dan konstruksi, bahan
bangunan tertentu lainnya, dan alat listrik khusus tertentu merupakan harga
dasar yang tidak termasuk pajak, keuntungan dan overhead.

(3) Daftar rincian Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Untuk kelompok standar satuan harga berupa bahan bangunan dan
konstruksi serta alat listrik khusus tertentu pada setiap kecamatan dikalikan
dengan koefisien penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Apabila terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan
Bupati ini dan/atau diatur tersendiri dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang, dapat menggunakan harga pasar dan/atau
daftar harga dari pabrik (termasuk pajak) dan/atau petunjuk teknis dan/atau
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila terdapat harga barang dan jasa yang tidak tercantum dan/atau tidak
sesuai dengan kondisi terkini yang disebabkan oleh kenaikan harga atau faktor
lainnya, dapat menggunakan harga resmi atau harga survei pasar dengan
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

mempunyai prinsip sebagai berikut :

a. mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri dengan tetap
memperhatikan azas efektif dan efisien; dan

b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian negara/daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada Tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD
FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 28

Salman Sesua1 Dengan Ashn) a,
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